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SEMENTARA 

(Studi Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017) 

 

ABSTRAK 

 

Pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yakni kegiatan pembuatan 

akta tanah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan evaluasi 

ternyata masih terdapat akta yang dibuat oleh Camat sebagai PPAT Sementara 

yang ditolak pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir 

Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian 

hukum Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017 yang ditolak pendaftarannya 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian 

pertanggung jawaban Camat Kecamatan Sutera sebagai PPAT Sementara 

terhadap kesalahan dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

masalah secara yuridis normatif, dengan memperoleh sumber data dari 

penelitian kepustakaan, yang mana jenis data terdiri dari data sekunder yang 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan 

dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017 diluar kewenangan Camat 

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai PPAT Sementara, maka 

kepastian hukum akta tersebut hanya berfungsi sebagai akta di bawah tangan. 

Oleh karena hingga saat ini para pihak tidak meminta pertanggung jawaban 

baik secara pidana maupun perdata, sehingga sanksi yang dapat dikenakan 

terhadap PPAT Sementara tersebut ialah sanski secara administrasi. Saran di 

dalam penelitian ini adalah agar sebelum penandatangan akta jual beli oleh para 

pihak wajib dipenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).      
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